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ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH — BARANG
MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) DALAM PENGELOLAAN ASET PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUNGAN

Herry Sujana

herryjayadi@gmail.com
Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Salah satu penyebab kurang optimalnya pengelolaan asset daerah yaitu
karena system pelaporannya yang kurang memadai. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bulungan telah melakukan pelaporan assetnya
menggunakan SIMDA-BMD sejak tahun 2013 dimana aplikasi tersebut
merupakan aplikasi yang sudah di rekomendasikan penggunaannya oleh BPKP
agar pelaporan asset bisa optimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi dari penggunaan aplikasi
SIMDA-BMD , Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pengelolaan aset
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan menggunakan SIMDA-
BMD dengan menggunakan pendekatan teori Edward III dengan 4 faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan . Penelitian ini juga dapat digunakan
untuk menilai aspek apa saja yang perlu dipertahankan dan aspek apa saja yang
perlu ditingkatkan untuk menjamin kualitas pelaporan asset di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Cara pengambilan data
adalah dengan beberapa informan melalui teknik wawancara dan menggunakan
telaah dokumen dengan data sekunder.

_ Temuan hasil penelitian yang dilakukan adalah secara keseluruhan

pelaporan asset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan sudah
memenuhi harapan berdasarkan data yang didapat dari enam orang narasumber
pada dimensi Resources dalam hal sarana dan prasarana yang ada di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Namun temuan hasil
penelitian dari analisis data pada faktor Resources masih adanya operator yang
kurang memiliki kemampuan menggunakan computer dan umur yang sudah tua,
pada factor Comunication dan Bureaucratic Structure perlu upaya lebih
mengefektifkan dan memaksimalkan . Juga perlu komitmen yang kuat untuk
memaksimalkan pelaporan asset tepat waktu dan harus terus di evaluasi secara
berkala dengan menjadikan SIMDA-BMD sebagai standar pelaporan asset yang
direkomendasikan oleh BPKP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Bulungan.

Kata kunci: Pelaporan Asset, Simda-BMD , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bulungan
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTACY OF SYSTEM INFORMATION MANAGEMENT
OF LOCAL GOVERNMENT ASSETS (SIMDA BMD) IN MANAGING
ASSSET AT THE OFFICE OF EDUCATIONAL AND CULTURAL OF

BULUNGAN REGENCY

Herry Sujana
herryjayadi@gmail.com
Post Graduate
Terbuka University

One of the causes that the less optimal in managing local aset is inadequate
resporting system. The office of educational and cultural of Bulungan Regency
has reported it assests using SIMDA BMD since 2013 in which the application is
recommended by BPKP in order to optimize and to make the report accountable.
The purpose of the study is to know how the optimalization of using SIMDA
BMD application, what factors affecting in managing assets in the office of
educational and cultural of Bulungan Regency by using SIMDA-BMD through
Edward I1I theory with 4 factors that affects the implementation of the policy. The
study can also be used to evaluate what aspects need to be maintained and
improved to keep the quality of the report in the office of educational and cultural
of Bulungan Regency.

The study is a qualitative study. The data was collected from the informers
through structured interview and review literature as secondary data.

The result of the study says that generally the report of the assets done by
the office of educational and cultural of Bulungan Regency have met the
qualification based on the data collected from 6 resources of Resources dimension
in the shake of infra structure which are available on the office of educational and
cultural of Bulungan Regency. But the result from data analysis of Resources
factor said that some operators did not have good qualification computer usage
and the age is too old, on Comunication and Bureaucratic Structure factor need an
effort to be more effective and maximized, moreover a strong commitment is
needed to maximize the report on schedule and should be evaluated periodically
and uses SIMDA BMD as a standard of asset report recommended by BPKP at
the office of educational and cultural of Bulungan Regency.

Keywords: asset report, SIMDA BMD, the office of educational and cultural of
Bulungan Regency
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BAB1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjawab dari rumusan masalah penelitian
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah — Barang Milik
Daerah (SIMDA-BM])) Dalam Pengelolaan Aset Di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan dilihat faktor-faktor yang
mempengaruhi suatu implementasi kebijakan tersebut dengan teori
Edward 11, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.
Gambaran Lokasi Penelitian
1. Deskripsi Kabupéten Bulungan

Kabupaten Bulungan merupakan sebagai salah satu Kabupaten di
Propinsi Kallimantan Utara mempunyai luas 18.010,50 KM? terletak
antara 116°04°41>’— 117°57°56” Bujur Timur, dan 2°09°19” — 3%34°49”
yang terdiri dari 10 kecamatan dan 81 Kelurahan/Desa, dengan jumlah

Sekolah seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Sekolah di Kabupaten Bulungan Tahun 2016

1 Tanjung Palas 1 18 6 1 1 27

2 | Tanjung Palas
Barat
3 | Tanjung Palas 1 12 4 i 1 19
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Utara
4 | Tanjung Palas

Timur 1 13 7 1 - 22
5 | Tanjung Selor 1 | 31 10 2 3 47 .
6 | Tanjung Palas

Tengah 1 13 5 - - 19
7 | Peso 1| 11 6 1 - 19
8 | Peso Hilir - 6 5 - - 11
9 Sekatak 1 12 4 1 - 18
10 | Bunyu 1| 6 3 1 1 12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

Jika keseluruhan sekolah tersebut melaporkan asetnya jumlahnya
dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Keseluruhan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Aset Disdikbud Kab. Bulungan
03 04 208 2016 {Keterangan

No

i 208 sekolah 208 sekolah 208 sekolah 208 sekolah|Keseluruhan Sekolah
307,122.998,130.06 | 324,524,059,635.06 | 350,103,637,293.56 | 403 816,641073 56 Tunizh Aset Tetap

OSIBASSBISI0 | 9SUBASIS00 | 9599253 HAS00 | D952ABAB620 |1y g AsetLainye

o

(R )

N

316,721452015.06 | 334,02,58,52006 { 359,702,89L08.56 | 406,749,089,559.76 |Jumlah Aset
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

2. Gambaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan
Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan
merupakan satu dari Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang ada di

Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan, Disdikbud Kab.
Bulungan Organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota melalui sekretaris
daerah. Organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu
gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah. Sedangkan berdasarkan Nomor 50 Tahun
2016 Tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Di Lingkungan Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan, Disdikbud mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan
diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Pendidikan

bagi anak dengan menyelenggarakan fungsinya.
B. Implementasi SIMDA-BMD

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Bulungan yang mengaplikasikan apliaksi Simda-BMD. Penelitian ini
dilakukan dengan menganalisis _kebijakan implementasi Simda-BMD
dengan berpijak pada empat faktor yakni; (komunikasi, sumber daya,
sikap dan stuktur birokrasi) yang mempengaruhi keberhasilan
implemetasi Aplikasi Simda-BMD. Faktor komunikasi merupakan

prasyarat pertama bagi implementasi kebijakan Simda-BMD, karena suatu
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kebijakan dapat berhasil dengan baﬂ{, ketika para pembuat kebijakan
mentrasmisikan petunjuk kebijakan dengan jelas, akurat dan tepat kepada
pelaksana kebijakan. Keberhasilan Implementasi Simda-BMD sangat
dipengaruhi  oleh keberhésilan pembuat  kebijakan  dalam
| mengkomuni}:asikan kebijakan tersebut, -dikarenakan Implementasi
Simda-BMD Iﬁempakan kebijakan yang memiliki " /.compleksz'tas “tinggi
sehingga diperlukan komunikasi yang efektif baik dari segi pembuat
kebijakan, pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi Simda-
BMD yang efektif. Sumber daya yang meliputi; ‘sumber daya manusia, -
informasi, kewenangan dan sumber daya yang ada (dana, sarana
prasarana), ketersediaan sumber daya tersebut sangat mempengaruhi
dalam implementasi Simda-BMD. Karena tanpa sumber daya, kebijakan
- Implementasi Simda-BMD tidak dapat ditergpkan'. Dalam melaksanakan

‘kebijakan implementasi Simda-BMD diperlukan sumber daya manusfa
~ yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kecukupan jumlah
" dan skill Pengurus barang dan operator sangaf diperlukan dalam
penyelenggaraan Simda-BMD. Selain itu sumber daya informasi dan
- kewenangan tak kalah pentingnya dengan SDM, dikarenakan kebijakan
Im;'alémentasi Simda-BMD merupakém kewenangan pemerintah pusat
yang dilegasikan kepada pemerintah daerah sehingga memerlukan

koordinasi yang baik pada masing-masing pihak.
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Keberhasilan implementasi kebijakan Simda-BMD juga dipengaruhi
oleh bagaimana karakterist_ik implementor dan resipient dengan berbagai
permasalahan yang dihadapinya. Sikap atau disposisi memegang perané.n
peranan penting dalam menerima dan melaksanakan suatu kebijakan,{ jika
para implementor memperhatikan suatu | kebijakan khusus, maka
dimungkinkan .bagi_ implementor dapat melaksanal;én suatu kebijakan
sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika
sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari pafa pembuat
keputusan, maka proses implementasi kebijakan menjadi rumit dan gagal.
Begitupun yang akan terjadi dalam menerapkan kebijakan Simda-BMD,
diperlukan kesediaan para -pelaksana kebijakan untuk menerima dan
~ melaksanakan sesuai dengan para pembuat kebijakan.

Struktur birokrasi mengandung dua karakteristik utama yaitu
Prosedur Pengoperasian Standar (Standard C;. . . : Procedure/ SOP)

" dan Fragmentasi. Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan
- . Simda-BMD sangat mempengaruhi keberhasilan kebijaican tersebut.
Dengan menggunakan SOP atau petunjuk pelaksanaﬁp kebijakan aplikasi
Simda-BMD dapat menyeragamkan tindakan-tindakan para pembuat
| kebijakan dan pelaksana kebijakan yang kompleks dan tersebar luas dalam

. penerapan kebijakan. Selain itu kebijakan penggunmaan Simda-BMD

. merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi

penyebaran tanggung jawab .baik tingkat pusat sampai dengan tingkat
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daerah. Dalam implementasi kebijakan penggunaan aplikasi Simda-BMD
diperlukan struktur birokrasi yang sistematis, dalam rangka mendukung
keberhasilan kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan Penggunaan Simda-BMD yahg
dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui koordinasi
dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, paling tidak
terdapat dua persoalan mendasar dalam proses implementasinya yaitu
kebijakannya sendiri dan lingkungan kebijakan. Dari aspek kebijakannya
sendiri dapat dikaji bahwa Penggunaan aplikasi Simda-BMD tersebut
merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah daerah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam rangka peningkatan mutu pelaporan aset daerah. Dalam
hal ini pendekatan kebijakan yang digunakan adalah pendekatan dari atas
(top down policy) yang dimaksudkan, untuk merubah perilaku lingkungan
kebijakan.

Kebijakan penggunaan Simda-BMD merupakan fokus kebijakan
pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pelaporan aset daerah yang
merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pada
implementasinya dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah. Secara
umum kebijakan ini merupakan kewenangan dan tanggungjawab
pemerintah daerah dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah, Organisasi Perangkat Daerah,Dinas Pendidikan , Sekolah.
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1. Permasalahan Implementasi Simda-BMD

Permasalahan yang muncul di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
terkait implementasi penggunaan Simda-BMD, pertama, adanya
persepsi bahwa, Pelaporan asetnya masih bermasalah terutama di
sekolah- sekolah , sekolah-sekolah yang belum mengaplikasikan
Simda-BMD dengan baik hendaknya segera mengaplikasikan Simda-
BMD, kedua, Belum adanya Aplikasi Simda-BMD yang dapat
dipergunakan secara luas / online oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan untuk sekolah-sekolah sehingga pelaporan asetnya masih

secara manual.

Permasalahan yang ada di sekolah diperkuat oleh hasil
wawancara dengan Bapak Eko Purdianto,S.Pd selaku Kepala SMP

Negeri 1 Tg. Selor :

“Kebijakan Penggunaan Aplikasi Simda-BMD, hendaknya
dilakukan workshop sesering mungkin agar operator di
sekolah menguasai betul penggunaan aplikasi Simda-BMD

tersebut ”. (Wawancara tanggal, 15 Agustu§ 2017).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus barang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan, diperoleh informasi bahwa,
belum ada operator yang menangani laporan aset menggunakan Simda-

BMD karena laporan biasanya dilaporkan ke Disdikbud dalam bentuk file
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exel. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Sultonunnaim.SE

selaku pengurus barang sekaligus sebagai operator Simda-BMD :

Selama ini laporan aset dari sekolah yang dilaporkan kepada
kami dalam bentuk file Exel sementara laporan yang harus
kami lakukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah menggunakan aplikasi Simda-BMD sehingga kami
harus memasukkan lagi data yang dari exel satu persatu ke
dalam aplikasi Simda-BMD, belum lagi data yang diberikan
terkadang tidak lengkap sehingga sangat menyulitkan kami.
(Wawancara tanggal, 3 juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat
disimpulkan bahwa,belum adanya kesiapan dari sekolah untuk
menggunakan aplikasi Simda-bmd dikarenakan kurangnya sumber
daya yang mampu menggunakan aplikasi Simda-BMD, sebéiknya
perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang mendukung upaya

peningkatan kemampuan operator.

. HasilPenelitian

a. Keadaan Informan Penelitian
Dalam penelitian ini karakteristik informannya adalah,
Karakteristik informan penelitian ini membahas terlebih dahulu
mengenai identitas atau Kkarakteristik informan guna mendapat
informasi yang akurat dalam menganalisis data, sehingga data tersebut
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam pembahasan dan
menganalisis tentang “Analisis Implementasi Sistem Informasi

Manajemen Daerah — Barang Milik Daerah (Simda-Bmd) Dalam
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Pengelolaan Aset Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Bulungan™.

Informan dalam penelitian ini bérjumlah 12 (dua belas) orang
terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,Sekretaris Dinas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kaubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengurus Barang pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, Admin Simda Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala

Sekolah SMPN 1 Tg. Selor, Operator Simda SMPN 1 Tg. Selor,
Kepala Sekolah SMPN 3 Tg Palas Barat, Operator SMPN 3 Tg Palas
Barat, Operator SMPN 6 Tg. Selor, Operator SMPN 9 Tg. Palas Utara.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 : Jumlah Informan

Asal Informan Informan Jumlah
Kepala Dinas 1 orang
Sekretaris 1 orang
Dinas Pendidikan dan  H<asubbag Umum dan 1 orang
Kebudayaan Kepegawaian
Pengurus Barang 1 orang
Admin Simda Disdikbud 1 orang
Operator Simda Disdikbud 1 orang
: 1Kepala Sekolah ) 1 orang
. Sel
SMP N 1 Tg. Selor Operator Simda 1 orang
Kepala Sekolah 1 orang
. t

SD N 4 Tg.Palas Bara Operator Simda 1 orang
SMP N 6 Tg. Selor Operator Simda 1 orang
SD N 9 Tp. Palas Utara Operator Simda 1 orang

Total 12 orang
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Latar belakang pemilihan informan tersebut diatas berdasarkan
tupoksi yang dilaksanakan pada instansi masing-masing sehingga
diharapkan data yang diperoleh akurat dan akuntabel serta memiliki
dasar yang kuat untuk digunakan penulis dalam penelitian. Dengan
kualifikasi jabatan dan pendidikan informan diatas rata-rata, maka
obyektifitas dalam memberikan informasi dan data mengenai
Implementasi Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
khususnya pada Sekolah dapat dijadikan rujukan sebagai koreksi dan
perbaikan pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa
informan diperoleh informasi bahwa, kondisi secara umum dalam
penyelenggaraan  implementasi  kebijakan  pelaporan  aset
menggunakan aplikasi Simda-BMD, seperti yang disampaikan oleh
bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab.Bulungan, tentang komitmen dalam kebijakan

Penggunaan aplikasi Simda-BMD, adalah:

Kita mau semua Sekolah-sekolah menggunakan aplikasi
Simda-bmd dalam pelaporan asetnya ,memang mereka harus
melaksanakannya karena untuk memudahkan pelaporan
asetnya kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan sehingga tercipta pelaporan aset yang baik
dan akuntable. (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).
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Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd, melanjutkan :

“ Kenapa mereka harus menggunakan aplikasi Simda BMD ?
karena dari sisi kemudahan pelaporan, kecepatan laporan
dan diharapkan laporan yang dihasilkan dapat dipertanggung
jawabkan sesuai dengan penggunaan dana yang digunakan
untuk belanja modal ” (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Pernyataan bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd, diperkuat oleh Yunus

Luat, M.Pd, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

..memang kita dinas pendidikan dan kebudayan harus
melakukan implementasi Simda-bmd dikarenakan pelaporan
asset yang sebelumnya menggunakan aplikasi exel sangat
menyulitkan admin di dinas pendidikan dan kebudayaan
untuk mengelola datanya karena sekolah yang ditangani
sebanyak 193 sekolah. (Wawancara tanggal, 5 Agustus 2017).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Sultonunain. SE,

selaku pengurus barang sekaligus operator Simda-BMD:

“..Saya rasa untuk kebijakan pelaporan aset menggunakan
Simda-BMD disekolah-sekolah sangat membantu kami
sebagai operator yang harus menangani semua data aset

sekolah yang ada” (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

3. Gambaran Pelaksanaan Implementasi Simda-BMD Pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I sebelumnya tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi

kebijakan pengelolaan asset menggunakan Simda-BMD di Dinas
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Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, dan untuk
menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan aset

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

Informasi yang diperoleh dari informan tentang implementasi
Simda-BMD dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, peneliti
dalam melakukan penelitian adalah dengan cara wawancara mendalam
yang terdiri dari 4 variabel yang mempengaruhinya yaitu Komunikasi
(Commuucation), Sumberdaya (reseuces), Sikap, (disposition atau
(attitudes), dan Struktur Birokrasi, (bureucratic structure) berdasarkan
dengan model implementasi kebijakan Edward III (Leo Agustino 2006;
150).

Data dan wawancara secara mendalam telah diambil  dan
dikumpulkan dari SMP 1 Tanjung Selor, SMP 6 Tanjung Selor , SDN 4
Tg Palas Barat dan SDN 6 Tg. Palas Utara melalui tim pengelola Aset
pada sekolah tersebut. Selain itu data juga diambil dan dikumpulkan
dari tim Simda-BMD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

Setelah pengumpulan data berikut ini disajikan gambaran
deskripsi implementasi Simda-BMD pada sekolah tersebut dan
kemudian dari hasil penelitian ini juga akan dibahas bagaimana
pelaksanaan implementasi Simda-BMD pada sekolah tersebut yang
sesuai dengan teori Edward 111 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi

Implementasi Simda-Bmd Dalam Pengelolaan Aset Di Dinas
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Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan dari aspek
komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan kecenderungan-kecenderungan
(disposisi).

Implementasi Simda-BMD pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan di Kabupaten Bulungan yang sesuai dengan empat variabel
tersebut diatas adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan
melibatkan informan yang peneliti anggap lebih mengetahui dan
mengerti masalah-masalah yang diteliti terkait dengan Simda-BMD.

Dari setiap informan tersebut dilakukan identifikasi untuk
mengenal lebih dekat masing-masing informan untuk memahami setiap
karakteristik informan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat
optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan peneliti.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas
Pendidikan Kabupaten Bulungan dengan pertanyaan tentang sejauh
mana implementasi kebijakan Simda BMD ini terdapat kendala dalam
hal pelaporan asetnya, yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan
yaitu Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd adalah sebagai berikut :

Dalam hal ini pelaksanaan Simda-BMD ini yang merupakan
program Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bertujuan untuk
mengelola dan melaporkan Aset yang ada di sekolah harus
memang menggunakan Simda-BMD dalam pelaporannya ke Dinas
Pendidikan. (wawancara tanggal, 4 Agustus 2017)

Kemudian wawancara dilakukan kepada Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
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Bulungan, seperti yang dikatakan informan yaitu bapak Agus Yuni
Prasetyo,M.Pd selaku adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya semua stake holder yang terkait dengan
Implementasi Simda-BMD tidak mengalami kendala atau
hambatan Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kita dari
Tim Simda-BMD telah melakukan sosialisasi dengan mengundang
sekolah-sekolah (wawancara tanggal, 8 Agustus 2017).

Dari hari wawancara tersebut diatas, bahwa implementasi Simda-
BMD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tidak menemui
kendala dalam hal pelaporan Asetnya. Apabila pelaporan aset yang
dikelola oleh satuan pendidikan sudah memenuhi dan sesuai petunjuk
teknis yang ada maka pelaporan aset segera dilaporkan ke Dinas
Pendidikan melalui Tim Simda-BMD. Dengan adanya kerjasama yang
baik dari tim Pengelola aset di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan
dengan setiap sekolah akan memudahkan pelaksanaan Implementasi
Simda-BMD dan kesesuaian pelaporan asetnya.

Akan tetapi, guna mendukung pelaksanaan Implementasi Simda-
BMD ini dibutuhkan kesiapan dan komitmen satuan pendidikan dalam
pengelolaan asetnya dengan segera melaporkan asetnya kepada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten bulungan.

Seperti yahg dikutip oleh Winarno (2002), menurut Lester dan
Stewart bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi

hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang
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bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka berkaitan dengan hal
tersebut, dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Implementasi
Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Bulungan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan
apakah berjalan efektif dan efisien bila ditinjau dari segi sikap dan
kemauan dari satuan pendidikan jenjang SMP dan SD terutama yang
menjadi lokus penelitian adalah SMP 1 tanjung Selor ,SMP 6 Tanjung
Selor, SDN 4 Tanjung Palas Barat dan SDN 9 Tanjung Palas Utara.
Seperti yang diucapkan oleh Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd
menyatakan bahwa :

Menurut saya Penerapan Simda-BMD sudah sesuai dan sangat
membantu pelaporan aset yang ada di sekolah . Walaupun masih
ada sekolah yang belum maksimal penggunaan Simda-BMD dapat
tetap diberikan pendampingan dan pelatihan untuk mengurangi
sekolah yang tidak melaporkan asetnya. (Wawancara, tanggal 4
Agustus 2017).

Selanjutnya menurut Sekretaris Dinas  Pendidikan dan
Kebudayaan, Bapak Yunus Luat, S.Pd memaparkan, sebagai berikut :

Program ini sudah sangat memenuhi harapan kita semua dan sangat
terbantu dan diharapkan tidak ada lagi laporan asetnya bermasalah.
Diharapkan sekolah-sekolah pro aktif melaporkan asetnya ke Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan (Wawancara
tanggal, 17 Agustus).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa Dinas

pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan belum mencapai



43303.pdf

70

tujuan yang diinginkan dikarenakan masih adaﬁya sekolah yang belum
maksimal menggunakan Simda-BMD dalam pelaporan asetnya namun
dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki komitmen yang
kuat untuk terus melakukan pendampingan ke sekolah yang belum
maksimal pelaporan asetnya.

Pada saat penelitian ini dilakukan ada perubahan kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tentang pendidikan yaitu bahwa
pendidikan Menengah yaitu SMA/SMK diambil kewenanangannya
oleh Pemerintahan Provinsi dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara.
Terhitung 1 Januari 2017 pengelolaan aset di SMA dan SMK
pengelolaannya diurus oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undaﬁg — undang
nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga
pengelolaan Sekolah yang semula berjumlah 208 menjadi 193 dimana
SMA dan SMK yang berjumlah 15 sekolah dikelola oleh Pemerintah

Provinsi seperti terlihat dalam tabel berikut :



43303.pdf

71

Tabel 4.4
Jumlah Sekolah di Kabupaten Bulungan Tahun 2017

1 Tanjung Palas 1 18 6 25
2 Tanjung Palas Barat _ 9 4 13
3 Tanjung Palas Utara 1 12 4 17
4 Tanjung Palas Timur 1 13 7 21
5 Tanjung Selor 1 31 10 42
6 Tanjung Palas Tengah | 13 5 19
7 Peso 1 1 | 6 18
8 Peso Hilir - 6 5 11
9 Sekatak 1 12 4 17
10 | Bunyu 1 6 3 10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebuda)“/aan;Kab. Bulungan

Dengan adanya perubahan kewenangan ini yéng berlaku Januari
2017, Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak lagi mengelola data aset
pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK Kabupaten Bulungan,
sehingga Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK melakukan pelaporan
asetnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Propinsi Kalimantan Utara tidak lagi ke Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Sebelumnya mekanisme pelaporan
aset sekolah semuanya melalui tim aset dan dikelola oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Bulungan. Dengan adanya perubahan

kewenangan ini pelaporan aset untuk sekolah jenjang SMA/SMK
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Kabupaten Bulimgan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Pemuda dan Olah Raga Propinsi Kalimantan Utara.

Dengan Adanya perubahan tersebut, peneliti melakukan
wawancara pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Bapak
H. Jamaluddin Saleh, S.Pd tentang Kabupaten Bulungan tidak lagi
mengelola pelaporan aset pada sekolah pada jenjang SMA/SMK yang

terhitung berlaku sejak januari 2017 , yang menyatakan sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan memang tidak lagi
mengelola pelapoan aset sekolah jenjang SMA/SMK. melainkan
langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah
Raga Propinsi Kalimantan Utara Propinsi. Sebenarnya hal ini
sangat meringankan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
Dengan diambilnya SLTA ke provinsi otomatis sekolah yang kita
tangani asetnya berkurang di Kabupaten Bulungan (Wawancara
tanggal, 4 Agustus 2017).

Pada kesempatan lain, peneliti juga melakukan wawancara pada
Pengurus Barang, Bapak Sultonunaim, SE. yang menyatakan sebagai

berikut :

Dengan adanya perubahan kewenangan SMA/SMK menjadi
kewenangan Provinsi , aset yang kami kelola yang sebelumnya
cukup banyak jadi berkurang, Otomatis beban kerja kami
berkurang, cuman tidak terlalu signifikan karena cuman 15 sekolah
yang dialihkan dan ditangani oleh provinsi (Wawancara tanggal, 6
Agustus 2017).




adanya perubahan tersebut sekolah jenjang SMA/SMK yang semula
pelaporan asetnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Bulungan sejak 1 Januari 2017 sudah berpindah ke Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Kalimantan Utara.

Dengan melihat keadaan tersebut, peneliti akan menganalisa
bagaimana implementasi Simda-BMD di sekolah tingkat SMP dan SD
Kabupaten Bulungan dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat
implementasi Simda-BMD dengan menggunakan teori Edwars III yang
dengan indikator antara lain komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan

kecenderungan-kecenderungan (disposisi).
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Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan
a. Tim manajemen Simda-BMD
Langkah pertama dalam pengelolaan aset sekolah terlebih dahulu
dapat membentuk Tim Simda-BMD dengan susunan tim personil sesuai
dengan petunjuk tekhnis. Susunan tim yang terdiri dari pengurus
barang, dan Admin merupakan tim inti. Tim inti tersebut yang ada di
Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dibantu oleh operator yang ada

di sekolah yang bisa mengoperasikan komputer. Operator ini tugasnya

adalah untuk menginput data aset. Berdasarkan hasil wawancara

mendalam dengan Kepala Sekolah SMP 1 Tanjung Selor, tentang

sumber daya dalam pengelolaan aset, menyatakan sebagai berikut :
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operator kami tidak memiliki pendidikan/keahlian khusus dalam
bidang teknologi untuk mengelola asset dengan Simda-BMD,
sehingga perlu pelatihan penggunaan Simda-BMD, selain
menginput data aset sekolah ,operator tersebut juga diberikan
tugas lain, untuk mengentri data aplikasi DAPODIK.
(Wawancara tanggal, 24 Agustus 2017).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa operator di
sekolah tidak hanya mengelola data aset sekolahnya melainkan juga
mengelola DAPODIK (Data Pokok Pendidikan). Hal ini juga bisa
dikatakan bahwa sekolah juga masih kekurangan sumber daya dalam
pengelolaan aset selain itu tidak ada regenerasi pada operator yang

sudah tua sehingga banyak mengalami hambatan dalam mengelola data

asetnya.

. Sosialisasi SIMDA-BMD

Tahapan penting dalam persiapan Implementasi Simda-BMD
adalah melakukan sosialisasi yang terkait dengan pelaporan aset.
Sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk menyampaikan hal-hal
yang terkait dengan juknis dan aturan Simda-BMD. Sosialisasi juga
merupakan awal dari sarana komunikasi bagi sistem birokrasi untuk
menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan.

Sosialisasi Implementasi Simda-BMD pada sekolah-sekolah
hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Hal ini karena terkait dana

yang disediakan oleh Kabupaten memang minim.
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Sosialisai pada sekolah ini bertujuan untuk menyiapkan data
sekolah untuk melaksanakan pengentrian data aset. Dimana tim aset

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola aset untuk

mengelola dan mengecek data yang di entri.
1 Adapun untuk materi sosialisasi pada sekolah lebih bersifat
tekhnis seperti halnya tentang sistem operasi, jaringan internet,

pembukuan dan sistem pelaporan serta menyampaikan informasi yang

tidak ada dalam juknis.

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi Simda-BMD

1. Faktor Komunikasi

Kebijakan penyelenggaraan pelaporan aset menggunakan aplikasi
Simda-BMD ini dibuat oleh Pemerintah Pusat yang kemudian pada
Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah disosialisasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam
pengelolaan asset daerah melalui sosialisasi program. Sosialisasi
dilakukan secara berjenjang atau bertingkat, yaitu: sosialisasi pada
tingkat kabupaten, dan sosialisasi pada tingkat sekolah.

Sosialisasi pada tingkat sekolah, sosialisasi dilakukan oleh dinas
pendidikan Kab. Bulungan untuk menginformasikan program
penyelenggaraan pelaporan asset daerah menggunakan aplikasi Simda-

BMD kepada sekolah, dalam hal ini yang di undang adalah Kepala
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Sekolah dan Operator Simda-BMD melalui kegiatan workshop
penggunaan aplikasi Simda-BMD.

Berdasarkan hasil wawancara, cara penyampaian informasi atau
transmisi program penyelenggaraan Aplikasi Simda-BMD diperoleh
informasi bahwa, sosialisasi dilakukan melalui workshop, dan Rapat
Koordinasi Program evaluasi pelaporan aset daerah, seperti yang
jelaskan oleh bapak H.Jamaluddin Saleh S.Pd, selaku Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan.

Komunikasi dan komitmen. terhadap terselenggaraanya
pelaporan aset yang akuntable terus kami bangun bersama
dengan Badan pengelola keuangan dan aset daerah Kab.
Bulungan, karena pada dasarnya penyelenggaraana aset
daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dimana
dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah dari
yang awalnya sekedar administratif menjadi pengelolaan yang
lebih tertib, akuntabel dan transparan secara konsisten dan
penuhtanggungjawab. (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Begitu juga dengan wawancara yang telah dilakukan dengan
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan yang diambil oleh Disdikbud terkait sosialisasi

dengan mengadakan workshop Simda-BMD untuk sekolah

adalah wajib dilakukan agar sekolah-sekolah menguasai dalam

penggunaan Simda-BMD”. (Wawancara tanggal, 5 Agustus

2017).




43303.pdf

78

Koordinasi Program Evaluasi pendataan aset Daerah. Sekolah telah
memahami tentang materi yang disampaikan pada sosialisasi itu
meliputi, penggunaan dan tujlian penyelenggaraan kebijakan pelaporan
aset menggunakan aplikasi Simda-BMD.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1
Tg Selor:
“Sosialiasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dalam pelaporan aset daerah menggunakan aplikasi Simda-

BMD melalui workshop, sudah kami pahami materinya, karena

pada dasarnya isi materi tersebut jelas”. (Wawancara tanggal, 9

Agustus 2017).

Wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sekolah SDN 4 Tg

Palas Barat menyatakan bahwa :

i “Kami mengyiapkan operator untuk mengikuti workshop
Simda-BMD yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan”. (Wawancara tanggal, 11 Agustus 2017).

Di lapangan ditemukan masalah komunikasi antara Sekolah
dengan pengurus barang Disdikbud terkait penyelenggaraan pelaporan

‘ aset daerah menggunakan Simda-BMD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sultonunaim. SE,

selaku pengurus barang sekaligus operator Simda-BMD Di Disdikbud




Kab. Bulungan:

“Ada beberapa dari

operator
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sekolah yang kurang

memahaminya masalah penggunaan aplikasi Simda-BMD

dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan

informasi”.

Bapak Sultonunaim. SE melanjutkan :

“ada juga sekolah yang masih memberikan laporannya dalam

bentuk file exel padahal kita sudah menggunakan aplikasi

simda-BMD”. (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Tabel 4.5 : contoh laporan Aset secara global dengan exel
LAPORAN DAFTAR ASET

TANAH, PERALATAN DANMESIN

NAMA UPB TANAH PERALATAN | BANGUNAN JUMLAH
DANMESIN GEDUNG ASET ASET LAIN
TETAP
SMPN 3 Tanjung 70,000,000.00 366,046,950.00 3,126,967 348.00 3,563,014,298.00 227,689450.00
Palas Barat

Sumber :Disdikbud Kab. Bulungan

Di lapangan ditemukan juga adanya kendala tentang implementasi

Simda-BMD. Informasi ini diperoleh penulis berdasarkan hasil

wawancara bapak Agus Yuni Prasetyo,M.Pd selaku Kasubbag Umum

dan Kepegawaian Dsdikbud Kab. Bulungan:

“masih ada sekolah yang belum dapat mengakses aplikasi

simda-Bmd dikarenakan terkendala jaringan, dalam hal ini
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pelaporannya tidak menggunakan database sehingga
menghambat dalam pelaporan asetnya”. (Wawancara tanggal,

8 Agustus 2017).

Wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sekolah SDN 4

Tg Palas Barat menyatakan bahwa :

“lokasi sekolah kami sangat jauh dan jaringan internet kurang
baik, kadang kami coba akses dikecamatan juga belum bisa jadi
kami tidak dapat menggunakan aplikasi Simda-BMD secara

online”. (Wawancara tanggal, 11 Agustus 2017).
Paparan tersebut menunjukan bahwa, kurang berhasilnya
pelaksanaan pelaporan aset menggunakan Simda-BMD pada tingkat
sekolah sebagai implementasi kebijakan dilihat dari faktor komunikasi

belum berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat
disimpulkan bahwa, komunikasi yang terjalin antara Kepala Sekolah,
Dinas pendidikan, dan Operator masih terjadi hambatan terkait
kemampuan operator, laporan belanja modal, dan jaringan dalam
penyampaian informasi kebijakan pelaporan aset menggunakan Simda-
BMD. Terkait komunikasi terjadi di lapangan masih perlu dilakukan
peningkatan secara intensif, agar tidak ada lagi informasi kebijakan

yang diterima secara tidak utuh sehingga informasi yang ada dapat
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berjalan sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Bulungan. Hambatan lain terkait faktor komunikasi juga terjadi
antara Pengurus barang sekaligus operator Simda di dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Bulungan terkait belum samanya persepsi
kebijakan pelaporan data aset di sekolah yang seharusnya menggunakan
aplikasi Simda-BMD namun laporannya masih secara global dalam
bentuk file exel sehingga harus mengoreksi satu persatu kebenaran data

tersebut.

Tabel 4.6 : Hasil Laporan aset menggunakan Simda-BMD

Sumber :Aplikasi Simda-BMD

2. Faktor Sumber Daya

Keberadaan faktor sumber daya dalam rangka' implementasi
kebijakan Implementasi Simda-BMD memegang peranan sangat peting

dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa kecukupan sumber
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daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang
akhirnya diterapkan.

Penyelenggaraan kebijakan Pelaporan aset menggunakan Simda-
BMD cukup memadai dilihat dari sumber daya yang dimiliki Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan, karena yang menjadi
pengurus barang dan operator sudah disiapkan, sementara untuk di
dinas pendidikan juga sudah melakukan peningkatan peralatan
komputer pendukung untuk menjalankan aplikasi Simda-BMD,

Dari sisi skills atau kemampuan pelaksana kebijakan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan memiliki keluhan yang cukup substansif,
dikarenakan masih ada sekolah-sekolah yang operatornya kurang
memahami menggunakan komputer, apalagi penggunaan Aplikasi

Simda dalam pengentrian data aset yang ada di sekolah-sekolah.

a) Tenaga Pelaksana/operator

Sumber daya yang dimiliki Disdikbud Kab. Bulungan sudah
memadai dalam menyelenggarakan Implementasi Simda-BMD,
sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa informan di bawah ini :
Bapak H. Jamaluddin Saleh. S.Pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan mengatakan :

Penyiapan SDM dan fasilitas pendukung aplikasi Simda-BMD
terus kami lakukan, kami menyadari bahwa, untuk

memberikan kemudahan dalam menggunakan aplikasi
Simda-BMD tidaklah mudah. Perangkat computer Server,
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|
|
Jaringan Internet kami siapkan, operator di Disdikbud sudah 1
kita siapkan. Penyiapan operator disekolah-sekolah juga kami |
pikirkan bagaimana agar mereka dapat menguasai dan

memahami menggunakan aplikasi Simda-BMD, kami minta

Jjuga kepada kepala sekolah memberikan honor bagi operator

tersebut. (Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Faktor sumber daya, ini juga mempunyai peranan yang penting
dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimana pun akuratnya
dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan, jika
personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
kurang mempunyai kemampuan dalam hal penggunaan komputer
untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi
kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Hasil wawancara dengan bapak Sultonunaim. SE, selaku
pengurus barang disdikbud Kab.Bulungan:

Kalau sebelumnya data laporan aset, hanya data-data yang ada
disdikbud Kab.bulungan karena kalau dilihat dari tahun ke
tahun, tahun 2013-2016 data yang ada belum semuanya
tercover data yang benar-benar riil hanya dari Disdikbud
sementara data dari sekolah-sekolah hanya dalam jumlah

keseluruhan tidak berdasarkan data yang rinci. (Wawancara
tanggal, 3 Agustus 2017).

Bapak Sultonunaim. SE melanjutkan :

“ Kendala yang dihadapi masih ada operator dari sekolah
yang ditunjuk yang umurnya 45 tahun keatas sehingga agak
sulit untuk menggunakan Komputer dan menggunakan
Simda-BMD sesuai Juknis sehingga memperlambat laporan
menggunakan aplikasi Simda-BMD”. (Wawancara tanggal, 3
Agustus 2017).
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Kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan, menurut Islamy
(1994) akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran,
baik yang positif (intended) maupun yang negative (unintended). Ini
berarti bahwa, konsep dampak menekankan pada apa yang terjadi
secara aktual pada kelompok yang ditargetkan dalam kebijakan,
maka dapat dijadikan alat salah satu tolak ukur keberhasilan
implementasi kebijakan dan juga dapat dijadikan sebagai masukan
dalam proses perumusan kebijakan yang akan meningkatkan
kualitas kebijakan tersebut.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yuni Agus
Prasetyo,M.Pd, selaku Kasubbag umum dan kepegawaian Disdikbud

Kab. Bulungan:

Saya kira Sekolah-sekolah itu harus siap
mengimplementasikan aplikasi Simda-BMD, karena laporan
aset mereka selama ini belum memadai dan laporannya
masih secara global tidak terperinci, jadi mereka sekolah-
sekolah tersebut hendaknya mempersiapkan operator yang
memliki kemampuan yang cukup guna mendukung
implementasi penggunaan aplikasi Simda-BMD. (Wawancara
tanggal, 8 Agustus 2017).

Standar Kompetensi laporan aset yang diharapkan pada
Sekolah-sekolah dalam penggunaan aplikasi Simda-BMD, antara
lain Indikator keberhasilan pelaporan asetnya dari input yang bagus
dari para operator sekolah antara lain dapat dilihat dari hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah berkurang
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temuan dalam laporan asetnya.
Informasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak
Yunus Luat M Pd, selaku Sekretaris Disdikbud Kab. Bulungan :
Faktor keberhasilan laporan aset dari sekolah yang pertama
adalah, kalau laporan datanya dilihat dari aplikasi simda-
BMD sudah berkurang kesalahan-kesalahan laporannya.
yang kedua adalah, diharapkan kedepannya hasil temuan dari
Badan Pemeriksa Keuangan sekolah-sekolah yang

laporannya bermasalah juga berkurang (Wawancara tanggal,
5 Agustus 2017).

Untuk peningkatan SDM operator simda-BMD yang ada di
Sekolah-sekolah diselenggarakan berbagai jenis pengembangan
seperti, workshop dan pelatihan-pelatihan secara langsung kepada
operator yang datang secara pribadi kepada Admin Disdikbud guna
memperdalam penggunaan aplikasi tersebut. Hal tersebut di atas
diperkuat oleh Muhammad. S.Pd.I , selaku Admin Simda-BMD
Disdikbud yang menyatakan bahwa:

“Sebagian dari operator-operator dari sekolah yang kurang
menguasai cara penggunaan aplikasi Simda-BMD mereka
datang sendiri atau  berkelompok untuk  belajar
mengoperasikan aplikasi Simda-BMD”. (Wawancara tanggal,

3 Agustus 2017).

Hal itu, diperkuat dengan pernyataan bapak Bambang Ari Gunawan.

SE, selaku kepala sekolah SDN 4 Tg.Palas Barat
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Kami perlu jelaskan mengenai sumber daya operator di
sekolah kami, yang menjadi operator simda-BMD.
Sebenarnya penerapan laporan menggunakan Simda-BMD
sudah baik, namun di lapangan menemukan sedikit persoalan
yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut pada
| jaringan internet,dan operator yang kurang memahami
‘ menggunakan jaringan sehingga kami dan beberapa sekolah
| berinisiatif mengirim operator ke disdikbud untuk mengentri
data. (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Bapak Bambang Ari Gunawan. SE melanjutkan:

“Agar laporan yang di kerjakan oleh operator bisa akurat,
kami selalu mengingatkan untuk membawa semua berkas-

berkas yang diperlukan untuk di entri di Dinas Pendidikan

Pernyataan Operator SDN 4 Tg. Palas Barat mengatakan :

i “Kami sebagai operator mengalami kendala dalam

menggunakan aplikasi Simda-BMD  sehingga dalam
| mengentri data kita meminta bantuan kepada admin maupun
operator di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan” (Wawancara

dan Kebudayaan” . (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).
tanggal, 11 Agustus 2017).

Dari paparan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa, Menurut
Edward 11l dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan
hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-
indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya

mempengaruhi implementasi kebijakan: Sumber daya utama dalam
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implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level
bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi
kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak
cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup
menyelesaikan .persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan
sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang
diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan
kebijakan. Demikian juga dengan mutu dalam laporan aset juga

penting untuk diperhatikan.

b) Simda BMD

Sesuai dengan visi BPKP sebagai Audi_tor Presiden yang
responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas
keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan
manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih
serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres
quor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk
memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya
menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan

daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif,



43303.pdf

88

transparan,  akuntabel, dan auditabel. @Hal ini  penting
guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah

menuju terwujudnya good governance.

Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak tahun 2003, Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk
Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Daerah (SIMDA), dengan tugas:

1. Mengembangkan/membuat dan melakukan
pemutakhiran Program Aplikasi Kbmputer SIMDA yang
berkaitan dengan pembangunan / peningkatan kapasitas

: pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-

f undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan

manajemen daerah, mengarah ke grand design Data Base

' - Management System (DBMS).

' 2.  Memberikan bimbingan teknik / pelatihan kepada Satgas SIMDA
| Perwakilan BPKP  yang  akan  ditugaskan = dalam

asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA.

3. Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi
implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada

pemerintah daerah.
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Dari paparan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa, Metode
dalam pelaporan aset yang menggunakan jaringan komputer
memiliki peranan yang sangat penting, dalam hubungan kelancaran

dalam memberikan akses ke aplikasi Simda-BMD.

¢) FasilitasSaranaPrasarana

Faktor sarana dan prasarana tidak dapat diabaikan dalam
upaya implementasi Simda-BMD. Keberhasilan pelaksanaan
pelaporan aset tidak hanya ditentukan SDM yang ada, akan tetapi
dipengaruhi juga oleh perangkat pendukung, serta proses yang
terjadi dalam Pengimputan data, proses pengimputan data "akan
dipengaruhi oleh keberadaan sarana yang dimiliki Disdikbud, sarana
yang dimiliki sekolah yang digunakan oleh operator untuk
melakukan aktivitas pengimputan data tanpaada hambatan.

Secara teoritis sarana dan prasarana atau disebut sebagai
fasilitas mencakup, seperti server,laptop jaringan Lan maupun
Jaringan Internet. Aspek penting dari Server tersebut adalah
kemampuan dan kehandalan untuk menangani banyaknya user dari
sekolah-sekolah yang ada . Aspek lain yang diperlukan dari server
tersebut dapat menerima inputan data secara bersama-sama.
Sementara jaringan Local Area Network yang memadai untuk
memberikan akses kepada operator yang ingin menginput datanya di

kantor Disdikbud terutama bagi operator yang belum mengguasai
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penggunan aplikasi Simda-BMD. Fasilitas lain seperti seperti
jaringan Internet sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan
pengentrian data secara online di sekolah masing-masing bagi
operator yang sudah menguasai penggunaan Aplikasi Simda-BMD
secara Online. Seluruh peralatan pendukung tersebut, digunakan
secara optimal sesuai dengan fungsinya masing-masing. Keberadaan
fasilitas yang demikian akan mendorong implementasi yang lebih
baik.

Selanjutnya perbaikan-perbaikan terus dilakukan oleh pihak
Disdikbud dalam rangka peningkatan mutukecepatan, keakuratan
pelapéran hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak

S Muhammad. SPd], selaku Admin Simda Disdikbud :

“Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disdikbud Kab.
Bulungan saat ini sudah baik, dan sangat mendukung untuk

kelancaran implementasi Simda-BMD”.

Bapak S.Muhammad. SPdI melanjutkan

i “ Server yang digunakan sekarang ini server yang baru
dibeli, ada dua unit server yang digunakan untuk

1
| ‘ implementasi ini “(Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).
|

Hal ini juga diperkuat pernyataan bapak Matias Suda, S.Pd, selaku

operator Disdikbud Kab Bulungan :
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Selor.” (Wawancara tanggal, 15 Agustus 2017).

Untuk wawancara dengan bapak Nicolaus Nuba , selaku

operator SDN 4 Tg. Palas Barat:

| “Kami sebagai operator mengalami kendala dalam
mengakses aplikasi Simda-BMD secara online, karena tidak
ada jaringan internet di tempat kami”. “(Wawancara tanggal,

11 Agustus 2017).

Melihat kondisi Organisasi Perangkat Daerah yang penulis

daerah seperti terlampir dalam lampiran menunjukan bahwa,

|
teliti Kabupaten Bulungan yang memiliki 61 Organisai Perangkat
kebijakan implementasi Simda-BMD terkait sarana dan prasarananya

harus menjadi perhatian sebagai salah satu upaya, untuk

meningkatkan kualitas laporan asetnya.

d) Aspek finansial

Aspek finasial juga merupakan aspek yang sangat penting

|
\
|
|
dalam menunjang implementasi Simda-BMD. Dinas Pendidikan
' dan Kebudayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Darah

(APBD) telah menganggarkan dana untuk melaksanakan

implementasi Aplikasi Simda-BMD dan pembelian perangkat

pendukungnya. Berdasarkan hasil studi dokumen, tentang

pendanaan Implementasi Simda-BMD  Disdikbud telah



43303.pdf

94

mengganggarkan untuk pembelian 2 unit server serta anggaran

untuk kegiatan pelatihan dan monitoring.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Jamaluddin

Saleh. S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Bulungan:

“Untuk Implementasi Simda-BMD kita sangat serius sekali
agar implemetasi ini berjalan dengan baik, kita dukung
dengan menganggarkan untuk kegiatan workshop, monitorig
dan pembelian 2 unit server yang baru “(Wawancara tanggal,

4 Agustus 2017).
Hal ini juga diperkuat pernyataan bapak Sultonunain. SE,
selaku pengurus barang sekaligus operator Simda-BMD Disdikbud

Kab Bulungan :

“tanpa dukungan anggaran yang memadai rasanya sangat

sulit untuk mengimplementasikan Simda-BMD ke sekolah-
sekolah” (Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Untuk lebih rincinya mengenai sumber pembiayaan

penyelenggaraan Implementasi Simda-BMD, mengacu pada data

Disdikbud Kab. Bulungan dapat dilihat pada tabel 10 berikut:
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Tabel : 4.7 Anggaran Pembiayaan Simda-BMD

N Tahun | Pendanaan Keterangan Sumber

2014 150.000.000 | Pendataan dan Monitoring| APBD
2015 150.000.000 | Pendataan dan Monitoring| APBD
2016 300.000.000 | Pendataan dan Monitoring| APBD
Pembelian server

o
.

badl g

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat
disimpulkan bahwa, faktor sumber daya sangat penting dalam
mensukseskan implementasi Simda-BMD. Di lapangan penulis
masih menemukan permasalahan-permasalahan terkait implementasi
kebijakan Simda-BMD misalnya pada aspek sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana merupakan aspek yang menjadi urgent dalam
mendukung proses pengimplementasian Simda-BMD di sekolah-
sekolah yang menjadi obyek penelitian. Karena tanpa sarana dan
prasarana yang lengkap dan memadai keberhasilan impelementasi
Simda-BMD masih sulit untuk di wujudkan. Aspek finansial juga
menjadi penting sebagai biaya operasional di Disdikbud, dalam hal
ini Disdikbud sudah memberikan anggaran khusus untuk kegiatan
Implementasi Simda-BMD di sekolah- sekoléh. penganggaran ini

dilakukan mulai pada tahun 2014 sampai dengan sekarang.
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3. Faktor Sikap/Disposisi

Salah satu Variabel Yang dipandang berpengaruh terhadap
implementasi kebijakan adalah sikap implementor terhadap tugas dan
tanggung jawab yang diembannya. Kecakapan saja tidak cukup, tanpa
adanya kesediaan dan komitmen dari para implementator dalam
menjalani(an kebijakan publik. Sikap merupakan karakteristik yang
dimiliki oleh para implementator, misalnya komitmen, jujur, dan
demokratis.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143)
mengemukakan, kecenderungan-kecenderungan  atau  disposisi
merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi
implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai
kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap
implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar
implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan yang
direncanakan. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif
atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik
kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala
yang serius.

Lebih jauh Edward III menyebut dua hal penting berkenaan
dengan disposisi, pertama adalah sikap para staf dan yang kedua

mengenai insintif bagi pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana
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merupakan hambatan serius bagi implemantasi kebijakan. Jika staf
yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti keinginan
para pembuat kebijakan, perlu diganti dengan staf yang lebih responsive
terhadap pimpinan.

Komitmen dan sikap dalam upaya mendukung dan mendorong
keterlaksanaan penyelenggaraan Implementasi Simda-BMD
ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan
Bapak H. Jamaluddin Saleh. S.Pd:

...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
mengamanatkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah
harus menjadi bagian komitmen pemerintah daerah, dan hal
ini  juga menjadi komitmen  Disdikbud  untuk
menyelenggarakan pengelolaan aset ini.

Bapak H. Jamaluddin Saleh. S.Pd melanjutkan :

Proses implementasi Simda-BMD ini tidak mudah, mulai dari
laporan secara manual. Sampai sekarang kita sudah membuat
system secara Online untuk memudahkan akses pelaporan,
hal ini tidak mudah, mesti ada komitmen dan sikap yang kuat
pada disdikbud maupun pada sekolah. (Wawancara tanggal, 4

Agustus 2017).
Komitmen juga ditunjukkan berdasarkan informasi yang penulis

dapatkan, seperti yang diungkapkan oleh, bapak Yuni Agus Prasetyo,

M.Pd selaku Kasubbag Umum dan kepegawaian Disdikbud :

Salah satu tupoksi kami sebagai pengelola data aset di
Disdikbud mempunyai komitmen yang kuat terhadap
penyelenggaraan Simda-BMD ini, salah satu bentuk
komitmennya adalah dengan merancang, menjadwalkan
kegiatan pengentrian data agar laporan tepat waktu dan selalu
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berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. (Wawancara tanggal, 8
Agustus 2017).

Komitmen yang sama terhadap penyelenggaraan Simda-BMD
juga dikemukakan oleh bapak S. Muhammad. S.Pi selaku Admin

Simda BMD Disdikbud :

Salah satu bentuk komitmen kami dalam mendorong
keterlaksanaan Simda-BMD ini adalah dengan memberikan
jadwal pengentrian lewat website,grup whatsaap dan mengajak
operator di sekolah untuk sama-sama komit terhadap ketepan
waktu entri data laporan Aset menggunakan Simda-BMD.

Bapak S. Muhammad. S.Pd I melanjutkan :

Adanya dukung dari semua pihak termasuk pemerintah
daerah, atasan kita dinas pendidikan, sekolah. Komitmen dan
kebersamaan kita di Disdikbud kita bangun, karena tidak
akan ada kemajuan kalo komitmen kita tidak ada, karena
dimulai dari Disdikbud terlebih dulu, Dukungan dari pihak
luar juga penting jika tidak ada kerjasama dan koordinasi
dengan pihak sekolah kayanya tidak akan berhasil.
(Wawancara tanggal, 3 Agustus 2017).

Penyelenggaraan Implementasi Simda-BMD  memerlukan
komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dari dua sekolah
yang diteliti, berkaitan dengan pandangan dan sikap aktor/stakeholders
terhadap implementasi kebijakan, terutama menyangkut proses
implementasi kebijakan pelaporan asetnya menggunakan Simda-BMD,
maka temuan hasil studi dokumentasi dan wawancara secara mendalam
menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan Implementasi imda-BMD
pada aspek disposisi/kecenderungan telah dilaksanakan dengan

optimal, baik dilihat dari sisi dukungan, pemahaman, komitmen dan
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transparansi secara umum menunjukan kondisi yang cukup baik.
Komitmen dan sikap yang sama dalam upaya mendukung dan
mendorong keterlaksanaan penyelenggaraan Simda-BMD juga ditunjukkan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yunus Luat,M.Pd, selaku
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan diperoleh
informasi :
Dinas pendidikan turut mendorong dan mendukung proses
implementasi Stmda-BMD yang ada di Kab. Bulungan
khususnya di Disdikbud Kab. Bulungan , salah satu bentuk
komitmennya adalah dengan menganggarkan kegiatan

pelaporan aset menggunakan Simda-BMD setiap tahunnya ,
dan dalam APBD juga sudah dianggarkan.

Bapak Yunus Luat,M.Pd melanjutkan :
Mudah-mudahan dalam APBD 2018 dana untuk kegiatan
implementasi Simda ini akan mendapatkan bantuan dana lagi
untuk kegiatan pelatihan pada masing-masing sekolah karena
pelatihan ini sangat perlu untuk menambah kemampuan

operator-operator simda-BMD. (Wawancara tanggal, 5 Agustus
2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat
disimpulkan bahwa, Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung dan mendorong
sekolah-sekolah untuk dapat menggunakan Simda-BMD yang
merupakan kebijakan Pemerintah, sangatlah diperlukan agar
peningkatan mutu operator Simda-BMD menjadi lebih baik lagi. Faktor

komitmen ini sangat diperlukan dalam implementasi Simda-BMD ini,
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karena komitmen ini menjadi salah satu faktor keberhasilan pada
implementasi Simda—BMD.

Dinas pendidikan dan Kébudayaan terkait komitmen terhadap
implementasi Simda BMD ini, penulis temukan sudah maksimal, ini dapat
dilibat dari komitmen terhadap pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan

Simda-BMD.
. Faktor Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III Struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang
penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar
(standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi
setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu
panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-
tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada

gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pada gambar berikut di bawah ini disajikan struktur organisasi

dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan :
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Gambar 4.8 : Struktur Organisasi Disdikbud

Secara umum, profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Bulungan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan
tugasnya mengelola aset dilaksanakan oleh Sekretariat pada Sub bagian
umum dan kepegawaian seperti tertuang dalam Peraturan Bupati
Bulungan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
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b. Deskripsi Jabatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan fungsi tertinggi dalam
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan. Penjelasan
mengenai deskripsi jabatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Bulungan ini dan khususnya Sub bagian Umum dan
Kepegawaian, sebagai berikut :

1. KepalaDinas

a. Mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasi, dan melaksanakan kegiatan Dinas.

b. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

e Pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional bidang pendidikan.

e Fasilitas dan pengndalian pelaksanaan tugas-tugas
bidang pendidikan meliputi program Wajar 9 tahun,
sarana dan sarana pendidikan.

o Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
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administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian  kegiatan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;

| d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan,

kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
f. Penataan organisasi dan tata laksana;

g. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di

bidang pendidikan dan kebudayaan;
h. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

i. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja
sama, kehumasan, dan protokol serta ketatalaksanaan di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam
melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai uraian tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian

Umum dan Kepegawaian;
b. Melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;

c. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan

pengembangan pegawai;

d. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,

kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai
dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian
lainnya;

f. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

g. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi
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. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

i. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi

penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit

(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi

barang;

. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan,

penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang

milik daerah;

.Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan

protokol;

. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan urusan tugas

pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan

peraturan perundang-undangan;

. Melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum

dan Kepegawaian; dan
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r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

¢. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan
unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifilkasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi di [ingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan wajib bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan

bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
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serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan la,por'ah lebih

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi di
bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan

masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Dari uraian tata kerja dari suatu organisasi berdasarkan teori
Edward III fungsi komunikasi,sumber daya, sikap, dan birokrasi
sudah terpenuhi secara garis besar namun Sifat kedua dari struktur
birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah
fragmentasi. Edward 111 dalam Winarno (2005:155) menjelaskan
bahwa fragmentasi, merupakan penyebaran tanggung jawab suatu

kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda, sehingga
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memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi
yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang
kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Berdasarkan hasil
wawancara bahwa, pembagian tugas dan kewenangan (fragmentasi)
menunjukan bahwa, banyak pihak yang terlibat dalam implementasi
tersebut, namun puncak koordinasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tetap berada ditangan dinas pendidikan dan Kebudayaan
Kab Bulungan. Namun bidang atau seksi yang khusus menangani
permasalahan asset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab.Bulungan belum ada dalam struktur birokrasinya selama ini
masih di tangani oleh staf pelaksana yg di diberikan SK
pengangkatan sebagai pengurus barang di bawah pimpinan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian dimana merupakan salah satu
tufoksinya mengelola aset daerah khususnya di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan serta aset yang ada di sekolah-sekolah, sehingga ini
juga merupakan kendala yang harus dihadapi mengingat tupoksi dari
Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang di laksanakan cukup
banyak seperti yang diutarakan Bapak Yuni Agus Prasetyo,M.Pd

dalam wawancara berikut:
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Kami selaku Kasubbag umum dan kepegawaian salah satu
tupoksi kami adalah Melakukan penyiapan bahan
penatausahaan dan inventarisasi barang, jadi implementasi
Simda-BMD ini. merupakan program kerja kami untuk
memaksimalkan pelaporan aset daerah, namun idealnya ini
harus ditangani oleh seksi yang khusus karena tupoksi kami
cukup banyak juga. (Wawancara tanggal, 8 Agustus 2017).

Penjelasan tersebut juga sudah dikemukakan oleh Bapak
H.Jamaluddin Saleh. S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan kab. Bulungan:

Melihat dari Peraturan Bupati Bulungan Nomor 36 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Rincian Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
tugas dan fungsi dari subbag umum dan kepegawaian sangat
banyak, Idealnya untuk pengelolaan aset daerah khususnya
yang ada di Disdikbud memang harus ditangani oleh seksi
sendiri.

Kepala Dinas H.Jamaluddin Saleh. S.Pd melanjutkan :

“Khususnya untuk menangani aset yang ada disekolah-
sekolah ada baiknya jika dibentuk bidang atau seksi
tersendiri untuk menangani pengelolaan aset mengingat aset
yang ada di Disdikbud dan sekolah-sekolah sangat besar.”
(Wawancara tanggal, 4 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat
disimpulkan bahwa, struktur birokrasi pada instansi pemerintah ada
sedikit mengalami hambatan. sehingga dapat disimpulkan bahwa,
penyelenggraan Implementasi Simda-BMD pada Disdikbud yang

menjadi obyek penelitian, dari segi struktur birokrasi perlu dilakukan
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penambahan seksi yang khusus untuk mengelola data dan aset
daerah yang selama ini menjadi kendala, dan tidak adanya jabatan
yang khusus menangani permasalahan aset di Disdikbud yang
selama ini masih di lakukan oleh kasubbag umum dan kepegawaian
sementara tupoksi jabatan teresbut masih terpokus hanya pada
manajemen kepegawaian sehingga kurang maksimal dalam

pengelolaan dan pelaporan aset sehingga dalam aspek manajerial

masih lemah.
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BABV
KESIMPULAN
Hasil penelitian yang telah diperoleh pada bab sebelumnya dan
berdasarkan wuraian hasil penelitian tersebut dapat ditarik beberapa
kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun
paparan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut:

. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan Aset dengan system Simda-BMD di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan masih ada hambatan
dan kendala dalam hal adanya persepsi yang tidak sama antara operator
Sekolah dengan Pengurus barang pada Disdikbud Kabupaten Bulungan
di awal pengelolaan aset dan penerapan Simda-BMD terkait metode
pelaporan aset menggunakan Simda-BMD yang belum sesuai dengan
Standar Operasional prosedur (SOP) atau Prosedur Operasional Standar
(POS).

2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Simda-BMD
berdasarkan teori George Edward III ada 4 (empat) variabel yang

mempengaruhinya, yaitu :
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a. Komunikasi yang belum efektif dan perlu dibangun untuk
memaksimalkan khususnya dalam hal penambahan pelatihan ,workshop
atau sejenisnya agar para operator mampu melaporkan asetnya dengan
Simda-BMD dikarenakan masih kurangnya kejelasan petunjuk dimana
Sosialisasi yang dilakukan blm mampu diserap/dipahami oleh para
operator khususnya dalam penggunaan Simda-BMD.

b. Sumber daya pelaksana atau staf yang masih kurang dalam hal
pengoperasian Simda-BMD dengan menggunakan komputer dan
memiliki umur tidak lagi muda serta kemampuan pengoperasian
aplikasi sesuai dengan petunjuk tekhnis, serta masih sulitnya jaringan
internet didaerah-daerah terpencil.

c. Disposisi (sikap pelaksana) menunjukkan kemauan yang cukup baik
dalam menjalankan kebijakan, namun masih kurang maksimal dalam
hal pelaksanaannya ini dapat dilihat masih banyak sekolah yang belum
melaporkan asetnya menggunakan Simda-BMD seperti terlihat pada
table 1.1 yang pada tahun 2016 hanya 116 sekolah yang melaporkan
asetnya dari 208 sekolah yang ada.

d. Struktur Birokrasi yang sudah ada cukup baik, namun masih belum
efektif dikarenakan tidak secara khusus menangani dan mengelola aset,
melainkan hanya di tangani oleh seorang pengurus barang yang tidak
memiliki jabatén dimana idealnya ditangani secara khusus oleh Kepala

Bagian atau Kepala Seksi tidak digabung seperti saat ini dibawah
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Kasubbag umum dan kepegawaian mengingat aset yang dimiliki sangat
banyak.
B. Saranm
Adapun beberapa saran yaﬁg dapat diberikan, dalam hal berkaitan
dengan Implementasi Simda-BMD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan Implementasi Simda-BMD di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan perlu meningkatkan sosialisasi
penggunaan Simda-BMD, koordinasi, dan monitoring pada sekolah-
sekolah yang dilakukan pertriwulan atau persemester dalam setahun .

2. Mengenai Sumber Daya, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya
manusia atau staf/pegawai dalam hal pengelolaan Aset seperti perlunya
dilakukan pelatihan penggunaan Simda-BMD baik di undang ke
Disdikbud Kabupaten Bulungan atau dilakukan di sekolah sehingga
kemampuan operator bertambah untuk memudahkan dan mempercepat
pelaporan dan jika memungkinkan melakukan regenerasi operator yang
berumur tua dengan yang lebih muda.

3. Berkaitan dengan Struktur Birokrasi, Perlu dibentuk birokasi tambahan
sub bidang sendiri khusus menangani aset daerah yang ada di Dinas
Pendidikan dan Sekolah, untuk mempermudah koordinasi dan
pengelolaan aset agar lebih terfokus sehingga implementasi kebijakan

Implementasi Simda-BMD dapat berjalan dengan baik. Dan jika
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memungkinkan lebih baiknya pengelolaan aset sekolah tersebut
langsung dikelaola oleh BPKAD ( Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kab. Bulungan) karena memiliki bidang yang memang
khusus untuk mengelola aset dan merupakan koordinator pengelolaan
aset daerah di Kabupaten Bulungan yang mengelola 61 OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Bulungan.

. Kelengkapan sarana prasarana dan kesiapan operator merupakan unsur
yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi Simda-Bmd Dalam
Pengelolaan Aset, karena hal ini menjadi persyaratan bagi laporan aset
yang akuntabel dan bertanggung jawab berdasarkan syarat dan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.



43303.pdf

| 115
DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, (1997). Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIA
UNIBRAW dan IKIP Malang
Bodnar. (2000). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta, Salemba Empat.
Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada.
University Press
, Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Texas : Congressional
Quartely Press.
Harsono, hanifah. (2002). Implemtasi Kebijakan dan politik. PT. Mutiara Sumber
Widya. Bandung. ‘
Herdiansyah,Haris. (2010) Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu
Sosial. Salemba Humanika,Jakarta.
Islamy, Irfan M, (2001). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi
Aksara, Jakarta.
Mardiasmo (2002), Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Andi
Mayangsari, S dan Wandanarum, P. 2013. Audit, Pendekatan Sektor
l Publik. Salemba Empat, Jakarta.

O’Brien, James. A. (2005). Pengantar Sistem Informasi Perseptif Bisnis dan
Manajerial. Salemba.

Serdamayanti. (2000). Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk

menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. (Bandung:Masdar Maju).




43303.pdf

116

Syamsi, Ibnu (1983). Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. Bina Aksara.
Jakarta.

Siregar, D. D. (2004). “Manajemen Aset Strategi Strategi Penanataan Konsep
Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional Dalam Konteks Kepala
Daerah Sebagai CEQO’s Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah’.
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sutopo,H.B. (2006).Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas

Sebelas Maret. |

Sugiyono. 2009. Metode penelitian kualitative. Bandung: Alpha Betha.

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Edisi Revisi. Jakarta:
PT. Buku Kita.

Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E .1975, The Policy Implemention
Process — A Conceptual Framework,(Journal Administration and Society..

------- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

------- , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah

------- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah

------- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tghun
2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

-—-—-—, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan




43303.pdf

117

-------, Peraturan Bupati Bulhngan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi,Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabilpaten Bulungan

Arisandy Ambarita, 2016,.” Analisis Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan
Aset Dearah (Studi Kasus : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset
Daerah Provinsi Maluku Utara) Indonesian Journal on Networking and
i Security - Volume 5 No 4

Nyemas Hasfi, Martoyo, Dwi Haryono (2013), Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Sintang)

Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah”, Jurnal Akuntansi

_; Supriyanto , Desember 2015, “Analisis Implementasi Sistem Informasi
|
| Universitas Jember — Vol. 13 No. 2

| Veronika Mulalinda, Steven J. Tangkuman, 2014, Efektivitas Penerapan Sistem
Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro Jurnal Emba 521 Vol.2
No.1, Hal. 521-531

Wardhana, Iwan Henry, 2005, “Mengelola Aset Kota Jakarta”, Jurnal Kajian
Pengembangan Perkotaan, Vol. 1, No. 1, 7-10.

Endang Widayanti, (2010) Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasasi
Pemanfataan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten
Sragen)

Syaiful Amry S (2014) Implementasi Kebijakan Manajemen Aset Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Medan

w Siti Nur Rokhmah Hidayati (2016), Pengaruh Manajemen Aset Terhadap
Optimalisasi Pemanfaatan Aset RSUD Pandan Arang Boyolali

Puspa Dinar (2016) Manajemen Aset Tetap (tanah dan bangunan) Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara




43303.pdf



43303.pdf



43303.pdf



43303.pdf



43303.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan
. Bagaimana kebijakan Implementasi Aplikasi Simda-BMD

disosialisasikanoleh dinas pendidikan ke sekolah-sekolah ?

. Siapa yang memegang kebijakan/ditugaskan dalam melaksanakan
kebijakan berkaitan dengan Implementasi Simda-BMD tersebut?

. Media apa yang digunakan untuk melakukan sosialisasi?

. Berapa lama kegiatan sosialisasi Implementasi Simda-BMD dilaksanakan ?

. Apayang Bapak ketahui tentang kebijakan Implementasi Simda-BMD ?

Kebijakan ini merupakan penerapan PP no..........

. Bagaimanan rekruitmen petugas / operator pelaksanaan kegiatan
Implementasi Simda-BMD? '

. Berapa banyak petugas yang terlibat langsung dalam kegiatan Implementasi
Simda-BMD di Disdikbud ?

. Bisakah bapak Jelaskan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran
pelaksanaan Implementasi Simda-BMD tersebut ?

. Dari mana sumber dana pelaksanaan untuk pehyelenggaraan Implementasi
Simda-BMD?
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PEDOMAN WAWANCARA

Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bulungan

. Bagaimana kebijakan Implementasi  Aplikasi Simda-BMD

disosialisasikan oleh dinas pendidikan ke sekolah-sekolah ?

Siapa yang memegang kebijakan/ditugaskan dalam melaksanakan
kebijakan berkaitan dengah Implementasi Simda-BMD tersebut?

Media apa yang digunakan untuk melakukan sosialisasi?

Berapa lama kegiatan sosialisasi Implementasi Simda-BMD dilaksanakan ?
Apa yang Bapak ketahui tentang kebijakan Implementasi Simda-BMD ?

Bagaimanan rekruitmen petugas / operator pelaksanaan kegiatan
Implementasi Simda-BMD?

Sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh petugas/operator ?

Berapa banyak petugas yang terlibat langsung dalam kegiatan Implementasi
Simda-BMD di Disdikbud ?

Bisakah bapak Jelaskan sarana dan prasarana yang fnenunjan_g kelancaran
pelaksanaan Implementasi Simda-BMD tersebut ? '

Bagaimanamekanisme pelaporan pelaksanaan Implementasi Simda-BMD?

Dari mana sumber dana pelaksanaan untuk penyelenggaraan Implementasi
Simda-BMD?
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PEDOMAN WAWANCARA

C. KepalaSekolah

1. Apakah bapak/ibu memahami hal-hal yang berkaitan dengan

persiapan, dan pelaksanaan Implementasi Simda-BMD di sekolah ?

..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................

. Apakah Bapak/Ibu Keplala Sekolah mengetahui adanya sosialisasi
Implementasi Simda-BMD ?

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

. Melalui media apa ibu/bapak memperoleh informasi tentang

Implementasi Simda-BMD ? Apakah selama ini bapak/ibu menemukan

permasalahan/kesulitan dalam melaksanakan Implementasi Simda-

BMD di Sekolah ?
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PEDOMAN WAWANCARA

4. Bagaimana mekanisme operator mengelola dan melaporkan asetnya

ke Disdikbud Kab. Bulungan?

.........................................................................

5. Sejauh mana kewenangan yang dimiliki sebagai pelaksana

Implementasi Simda-BMD di sekolah ?

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

.........................................................................

6. Bagaimana sarana dan prasarana di sekolah yang menjadi penunjang
pelaksanaan Implementasi Simda-BMD ?
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PEDOMAN WAWANCARA

. Kasubbag umum dan kepegawaian Di Disdikbud Kab. Bulungan
. Persiapan apa yang telah bapak lakukan agar operator dari sekolah maksimal

dalam memahami aplikasi Simda-BMD?

.........................................................................

.........................................................................

. Apa ada metode tambahan yang diberikan dalam proses Implementasi Simda-
BMD kepada operator sekolah?

.........................................................................

Apa kendala yang dihadapi saat mempersiapkan operator dari sekolah dan
bagaimana cara mengatasinya?

.........................................................................

Dalam proses workshop penggunaan Simda-BMD, apakah ada permasalahan ?
APIRasinya. .......ocooveviiiiiiiiii it
PEranglkatnya..........c..ccooevveiiiiiiniiiiiiiiiii e

OPECFALOTYA. e e eeeaee e iaiii et ettt ee et aan e eaas

Apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan kebijakan Implementasi Simda-BMD di

sekolah-sekolah ?
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PEDOMAN WAWANCARA
B. Pengurus Barang Disdikbud Kab.Bulungan Simda BMD

1. Bagaimana Dukungan Pendidikan dan pelatihan bagi operator?

2. Apakah ada komitmen waktu yang ditetapkan dalam pelaporan aset menggunakan

Simda-BMD?

3. Bagaimana kepedulian atasan terhadap pelayanan dan program pelaporan aset

dengan aplikasi Simda-BMD?

.........................................................................

.........................................................................

4. Bagaimana Kemampuan atasan melaksanakan kebijakan pelaporan aset dengan

aplikasi Simda-BMD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ?
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TRANSKRIP WAWANCARA

Admin Simda Disdikbud

Sejauh yang diketahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Implementasi Simda-
BMD di sekolah?

Bagaimana dengan laporan aset yang diinputkan oleh operator sekolah ke
aplikasi Simda-BMD?

Bagaimana kualifikasilaporan Simda-BMD Disdikbud Kab. Bulungan?

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan
Simda-BMD ?

Bagaimana dengan kesiapan sarana dan prasana yang dimiliki sekolah?

Bagaimana teknis pelayanannya?

Bagaimana dengan akses yang diberikan sekolah dalam rangka memberikan
laporan Simda-BMD ?
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TRANSKRIP WAWANCARA

Operator Simda-BMD di Sekolah...............

1. Bagiamana pelaksanaan Implementasi Simda-BMD di sekolah?
2. Bagaimana dengan kesiapan sekolah dalam Implementasi Simda-BMD?

3. Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah?

| 4. Kemudahan apa yang diberikan Dinas kepada operator untuk Implementasi Simda-
| BMD?
|

5. Dalam hal komunikasi, bagaimana pihak Dinas memberikan informasi kepada
Operator?

6. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala ketika menggunakan Simda-BMD dalam
pelaporan aset ?

7. Bagaimana dengan kesiapan pihak-pihak (pegawai) khususnya
bendahara dalam memberikan data belanja modal kepada operator ?
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PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Alamat : Jin. Kolonel Soetadji Telp./ Fax (6552 ) 2624081
TAN FUNG SELOR Kode P’os 772[2

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01 1/11977/Disdikbud.{.2/72017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNI AGUS PRASETYO, M.Pd
NIP - 119700614 199702 1 008
Pangkat/Golongan  : Pembina, IV/a
_Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menerangkan bahwa

i Nama : Herry Sujana, S.Kom
NIM : 500896409 -
| Program Studi : Magister Administrasi Publik
\ | Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
i | Alamat : JI. Rawa Payau No. 22 RT 75 Tanjung Selor
|

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendidikan dan ~
Kebudayaan Kabupaten Bulungan, guna mendukung penulisan tesis yang berjudul

- “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH/BARANG MILIK
DAERAH (SIMDA BMD) DALAM PENGELOLAAN ASET PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUNGAN)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tanjung Selor, 17 November 2017

Kepegawatan

INAS PENDIDIKAN | A
ANKEBUDAYARN |“CH

ascwo M.Pd

0614 199702 1 008

o9

) A'\

Y um $




KODE
uPB

8.1.1.1
8.1.1.32

'8.1.1.37
8.1.1.78

8.1.1.96

NAMA UPB-

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sekolah Menengah Pertama Negerl 1
Tanjung Selor

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
Tanjung Selor ,

Sekolah Dasar Neger| 04 Tanjung Palas
Barat

Sekolah Dasar Negeri 09 Tanjung Palas

Utara
JUMLAH

TANAH

2,520,000,000,00
1,151,700,000.00
876,400,000.,00

132,000,000.00

228,800,000.00

4,908,900,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
. REKAPITULASI BARANG PER UPB

PERALATAN DAN

~

MESIN

49,896,429,871.45
693,654,176.44

89,488,555.00
'72,897,885,00

58,050,000.00

50,810,520,487.89

TAHUN ANGGARAN 2016

GANGUNAN JALAN, JARINGAN
GEDUNG DAN IRIGAST

10,117,584,316.00 932,412,800.00
12,040,314,145.00

567,950,000.00
* 8,290,600,000.00 N 'o.pd A~

800,267,366.00 0.00
31,816,715,827.00 932,412,800.00

0.00

0.00.

ASET LAINNYA

2,694,352,964.00
12,382,000.00

1,875,000.00
3,760,000.00

550,000.00

2,712,919,964.00

KDbP

19,082,686,226.00
0.00
0.00

0.00

0.00

19,082,686,226.00
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JUMLAH
ASET TETAP

85,243,466,177.45
13,898,050,321,44

1,535,713,555.00
8,499,257,885.00

1,087,667,366.00

110,264,155,304.89
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Contoh Laperan selkolaln Menggumnalamn Ex@
sebelum menggunakan Simca=EBMID

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIXAN
SMP NEGERI 2 TANJUNG PALAS TIMUR

Alamat : JI. H. Dg. Pattawari RT. 3 Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan

DATA HASIL BELANSA MODAL SEKOLAH
DARI DANA BOSDA

. KEADAAN BARANG
NO  JJENIS BARANG/NAMA BARANG MERK/MODEL § NO.SERIPABRIK | UKURAN | BAHAN TAHUN JUMLAH | HARGA SATUAN TOTAL BAIK | KURANG | RUSAK KTR
PEMBELUIAN | BARANG {8} BAIK | BERAT :
(xB) (RB)
1 [Laptop Azus 2014 1bh 6.500.000| 6.500.000] B
2 jLaptop Azus 2014 1 bh 5.000.000 5.000.000 B
3 IHardisc Eksternal 500 GB Toshiba 2014 1 bh. 900.000] 900.000f &
4 [Cas Laptop 2014 1 bh 620.000f 620.000 KB
5 JKursi Putar Kepsek 2014 1bh 620.000 620.000 B
6 |Warles Krezet 2015 1bh 2.805.000] 2.805.000 B
7 }Besi Pengaman/Tralis 2015 1 Set 6.695.000] 6.695.000 B
8 |}Batrai Laptop 2015 1bh 900.000 900.000 B
' 9 {Corong Toa 2015 1bh 820,000 820.000 -]

anah Kuning, 6 Junl 2016

Kepala Sekolah Bendahara
AKBAR,S.Ag. HASTU

NIP, 197408202003121005 NiP. 198605082010012001




GComntoh Laperan sekelah Menggunakan Exxeal
sebhelum menhggunakan Simdcla=BMD

DATA HASIL BELANJA MODAL DAN HIBAH SEKOLAH
TAHUN PENGELUARAN 2015

SKPD ¢ DINAS PENDIDIKAN
UNIT ! SDN 004 TANJIUNG PALAS TIMUR
KAB / KOTA 1 BULUNGAN
PROVINS! ¢ KALIMANTAN UTARA
I HARGA PEMBELIAN / KEADAAN BAR.
N JENIS BARANG / NANIA BARANG MERK / MODEL UKURAN BAHAN TAHUN HARGA PEROLEHAN
o] PEMBELIAN JuMLAH SATUAN . BAIK KURANG
BARANG BOSDA | BOSNAS HIBAH (8) BAIK
L))
1 LAPTOP Acer 14 inc Elektronil 2014 2 Rp 6.000.000,- - Basnhas - Vv -
2 TENAGA SURYA Tenaga Surya 160cmx50cm Kaca 2015 1 Rp 3.500.000,- - Bosnas - v -
3 MEJA PANJANG - - 150cmx50cm Kayu 2015 1 Rp 1.305.000,~ - Bosnas ~ v -
4 KURS( PANJANG - 200cmx50¢m kayu 2015 2 Rp 1.305.000,- - Boshas - s -
5 BEL SEKOLAH Toa 10inc Elekronik 2018 i Rp_4.541.250,- * \/ -
6 SARANA PENAMPUNGAN AIR BERSIH Profil My Tank LSPr-023-IDN Plastik 2015 1 Rp 6.110.000,- - Bosnas - i -
7 TERALIS PAGAR Teralls 1 meter besl 2015 3 Rp 2.000.000,- - Bosnas - v -
3 KIPAS ANGIN Tornado Stand 45 cm Elektronik 2015 3 Rp 1.000.000,- Bosda - - v x
5 KOMPOR & TABUNG GAS Q 90cmu3Scm Besi & tabung 2014 1 Rp 1.542.250,- Bosda - - v -
10 | LCD PROJECTOR Acer 12inc Elektronik 2014 2 Rp 10.030.000,- - Bosnas - + -
11 | TANGGA LAEDER Photovoltaic 80 inc Almunium 2015 i Rp 1.072.800,- - Boshas - v -
12 | MODENM UV Boit 7inc Elektronik 2015 1 Rp  800.000,- Bosda - - Y -
| 13 | ALMARI - 150cmx80cm Kayu 2015 i Rp 2.200.000,- Bosda - - + -
14 | MEIA UKS - 150cmx50cm kayu 2015 1 Rp 700.000,- Bosda - - Y -
15 | STABLIZER /STAVOL Grapika 14 Inc Elektronik 2015 1 Rp  841.250,- Bosda - - Vv -
16 | MESIN DAF SANYQ Sanya 16 inc besi 2015 1 Rp 1.041.250,- Bosda - - + -
" 17 | PLANG SEKOLAH - 200cmx100cm besi 2015 1 Rp 3.500.000,- Bosda - - v -
18 | KAMERA DI GITAL Canon 7,5 inc Elektronik 2015 1 Rp 6.100.000,- - Boshas - o v -
19 | MEJA PERPUSTAKAN 150cmx50em kayu 2015 2 Rp 805.000,- - Bosnas - Y - -
TANAH KUNING, 25 ME!
Mengetahui,

PENGURUS BARANG,

MUHAMNY \AD TAIRIN, S.
NIP.19871114 201101 1.{




Conteh Lapeoran sekolah Menggunakan Bl
sebelum menggunakan Simda=-BNMD

Q._'

DATA HASIL BELANJA MODAL SEKOLAH
DARI DANA BOSDA Th. 2014 s/d 2015

- Y

~.

~

%l < %

SKPD : DINAS PENDIDIKAN
UNIT : SMPN 1 TANJUNG PALAS TIMUR
KAB/KOTA : BULUNGAN / TANJUNG SELOR
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
. Tahun Keadaan Baran
No Jenis Barang/ Nama Barang Mrek/M NO.S!?.I’I Ukure Bahan |Pembe Jumiah Harga Satuan Total Baik | Kuran Rusak Keteranga
odel Pabrik n X Barang n
lian {B) |gBaik|Berat
1 2 ) 3 4 5 6 7 g9 10 11 12 13 14
1 |Printer Canon MP 287 2014 2 Rp 850.000 | Rp 1.700.000 KB
2 {Kursi Puter Salivelo Plastik | 2014 5 Rp 650.000 | Rp 3.250000| B
3 {Ranjang UKS Lokal Kayu 2014 1 Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 B
4 |Tanggki Semprot Rumput Plastik | 2014 1 Rp 650.000 | Rp 650.000 B
S jPapan Pengumuman Lokal Kayu 2014 1 Rp 2.200.000 | Rp 2.200.000 B
6 |Printer Canon IP 2770. Canon |QC3-5062 2015 1 Rp 650.000 | Rp 650.000{ 8
" | 7 |printer Scaner.MP.237 Canon MP 287 2015 1 [(Rp  925.000§ Rp 925.000 KB
8 (Tangga Aluminium Danger 3m jluminiug 2015 1 Rp 900.000 | Rp 900.000 B
9 |Bangku Panjang untuk Siswa Lokal Im | kayu | 2015 3 Rp - Rp 2.300.000 B
10 {Printer MX 379 Canon MX379 2015 1 Rp 1.825.000 Rp 1.825.000 8
11 {Alat Pel Lantai Otomatis onder Viop 2015 3 Rp 500.000 ARp 2.700.000 B
12 [Tongkat Alat Fel Lantai Aluminjur 2015 3 Rp 200.000 | Rp 600.000¢ B8
mw;?n\%etahu» Desa Metun Sajau, 4 Juni 2016
‘;.2*/&‘?-\;\ Sekola Pengurus Barang
\Qu- e ,

Debora Pabubung,S.Pd
Nip.198412032009022003
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